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Abstrak

Isu integrasi hukum fiqh jinayah dalam hukum nasional selalu menjadi tema yang kontroversial. Agenda tentang legislasi fiqh jinayah pun menuai badai pro dan kontra. Mengantagoniskan dua pandangan yang berbeda bukanlah langkah yang bijak. Sebab, fakta reformasi atas hukum pidana warisan Hindia Belanda saat ini menjadi kebutuhan yang mutlak. Di sisi lain penerapan fiqh jinayah secara literal dan simbolis juga membawa resistensi. Dengan demikian, maka rekonstruksi epistemologi fiqh jinayah Indonesia menjadi poin utama. Paper ini bertujuan mencari faktor penyebab mengapa upaya integrasi fiqh jinayah dan hukum pidana nasional sangat sulit dilakukan. Sisi laiimya juga mengkaji aspek aplikasi dan model integrasi fiqh jinayah ke dalam hukum pidana nasional. Melalui pendekatan sosio-filosofis dan metode studi dokumentasi serta pisau bedah analisis isi (content analysis), paper ini menghasilkan simpulan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kesulitan fiqh jinayah menjadi bagian hukum nasional. Karenanya, integrasi maqashidi berbasis epistemologi ke-Indonesiaan sebagai model integrasi. 
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A. Pengantar
Legislasi hukum Islam dalam bidang pidana (jinâyah) menjadi hukum nasional Indonesia tidak semudah dalam bidang ahwâl al-syakhsyiyyah, mu’âmalah dan lain-lainnya.[footnoteRef:1] Padahal, kebijakan hukum pemerintah telah menetapkan hukum Islam --termasuk fiqh jinâyah -- menjadi bahan baku bagi pembangunan hukum pidana nasional yang dapat menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dipandang sudah tidak relevan lagi dengan semangat zaman.[footnoteRef:2] Namun demikian, sampai saat ini, upaya transformasi dan legislasi fiqh jinâyah sebagai pengganti KUHP masih sebatas cita-cita. [1:  Ibnu Burdah (ed.), Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hal. 114. ]  [2:  Lihat dalam Undang-undang nomor 10/2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 53 dinyatakan: “masyarakat berhak memberikan masukkan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah”. Hal ini dapat dipahami bahwa  sejatinya hukum Islam telah diakui sebagai bahan baku bagi pembangunan hukum nasional. Dan, jika masyarakat menghendaki, hukum pidana Islam dapat diajukan menjadi rancangan Undang-undang dan Peraturan Daerah (perda) di Indonesia. Sebab, diakui KUHP yang sarat dengan warisan Hindia Belanda (nasionalisasi WB) dipandang dalam beberapa pasal sudah tidak relevan lagi. Dengan demikian rekonstruksi hukum pidana berwawasan indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Lihat dalam karya M. A Jaspan, Hukum, Politik dan Perubahan Sosial (Jakarta: YLBHI, 1988), hal. 250-251.] 

Hukum Islam dalam bidang non-pidana misalnya, telah tersirat dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok agraria, di mana perwakafan tanah milik memperoleh perlindungan hukum dan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah dimaksud telah terbit pada tahun 1977, yaitu P.P.No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Hak Milik. Di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, hukum Islam pun mendapat tempat yang kuat dalam menentukan sahnya perkawinan. Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (yang berisi aturan-aturan mengenai perkawinan, warisan, wasiat, hibah dan wakaf) melalui Inpres No.1 tahun 1991, merupakan hasil dari upaya yang berkesinambungan dari pemikir-pemikir Islam. Bahkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie yang relatif singkat, telah ditetapkan pula Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang disahkan pada tanggal 23 September 1999. Puncaknya adalah dengan diresmikannya Mahkamah Syari’ah di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 4 Maret 2003, yang bertepatan dengan 1 Muharram 1424 H. Sebelumnya pemerintah telah memberikan hak istimewa dan otonomi daerah bagi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menjadikan syari’at Islam sebagai hukum yang berlaku di sana.
Dalam konteks inilah, muncul problema serius yang dirumuskan dalam pertanyaan mendasar, bagaimana kita memahami dan melaksanakan fiqh jinâyah sebagai bagian hukum Islam dalam konteks ke-Indonesia-an? Atau dengan bahasa yang lebih lugas, bagaimana memasukkan (mengintegrasikan) fiqh jinâyah sebagai bagian dari sistem tata hukum nasional bangsa Indonesia?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak mudah. Sebab, banyak asumsi yang berkembang di masyarakat baik dari kalangan umat Islam sendiri maupun non-muslim terkait fiqh jinâyah itu sendiri. Pertama, dari kalangan umat Islam --terutama dari golongan kulturalistik-- memandang formalisasi hukum Islam (termasuk fiqh jinâyah) akan membuka peluang intervensi negara terhadap agama. Negara dalam hal ini tidak diperkenankan campur tangan, apalagi melakukan pembatasan dan mendorong wilayah “hukum Islam yang resmi” dan “hukum Islam yang tidak resmi”. Terlebih formalisasi hukum Islam yang dikhawatirkan akan dijadikan alat penguasa untuk menindas umat Islam sendiri.[footnoteRef:3]  [3:  Selengkapnya baca dalam buku karya Abdul Ghofur, Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).] 

Pada sisi lain, ada sebagian kelompok umat Islam yang “ngotot” bahwa hukum Islam  --termasuk fiqh jinayah-- harus menjadi bagian dari hukum nasional baik simbol maupun substansinya, termasuk sepenuhnya mengadopsi sepenuhnya bentuk-bentuk hukuman yang secara literal tercantum dalam Alqur’an.[footnoteRef:4] Sebab dengan formalisasi (positivisasi) tersebut, maka hukum Islam dapat berjalan efektif, bersifat memaksa dan mempunyai kekuatan hukum. Sebab dalam taqnin mempunyai dua unsur yaitu al-ilzam (memaksa) dan al-ijaz wal al-ijmal (singkat dan global).[footnoteRef:5] [4:  Saiful Mujani, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru, (Jakarta: Gramedia, 2007) hal. 26-27.]  [5:  Nuruddin Hidayat, Ibnu al-Muqaffa’ dan Gagasannya tentang Taqnin, dalam Jurnal Mimbar Studi (Bandung: IAIN SGD, 1991) No. 37-38/XII 1991, hal. 36] 

Kedua, kekhawatiran dari umat non-muslim jika fiqh jinayah diadopsi menjadi hukum nasional. Ketakutan mereka bisa dimaklumi, sebab jika bentuk-bentuk hukum dalam fiqh jinayah diadaptasi dan diterapkan sepenuhnya, maka akan banyak dijumpai di jalanan orang yang dipotong tangannya, atau orang yang ditanam kemudian dilempari batu oleh massa hingga mati karena terbukti berzina, dan bentuk-bentuk lainnya. 
Berangkat dari uraian di atas, tampak untuk melakukan formalisasi fiqh jinayah sebagai hukum nasional di Indonesia, bukanlah persoalan yang mudah. Paling tidak dilihat dari dua aspek. Pertama, realitas bangsa Indonesia yang plural harus dipertimbangkan. Kedua, pembenahan dari aspek konsepsi, strategi dan metode perumusan fiqh jinayah, sehingga hukum pidana Islam yang dihasilkan --meminjam istilah Roscuo Pound-- tidak bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia dan kompatibel dengan karakteristik tatanan hukum nasional yang didambakan. 
Di samping itu, upaya integrasi ini berjalan berdampingan pula dengan upaya pembaharuan KUHP Indonesia yang dianggap sebagai peninggalan kolonial Belanda dan out of date. KUHP yang berlaku sekarang ini, dianggap kurang mewakili budaya Indonesia yang ketimuran dan dianggap pula tidak memadai lagi untuk merespons perkembangan masyarakat dan peradabannya yang sudah jauh berbeda.
Dalam soal kesusilaan misalnya, KUHP masih membolehkan hubungan seksual yang dilakukan secara suka sama suka, selama kedua pelaku belum menikah, ataupun sudah menikah tetapi tidak ada aduan dari suami atau isteri pelaku. KUHP juga belum mengatur penyimpangan seksual homoseks ataupun hubungan seks dengan binatang dan kumpul kebo. Bagi masyarakat yang masih memegang teguh agama, moral dan susila, kebebasan seperti di atas jelas tidak dapat diterima.
Kendati didukung oleh sejumlah alasan kuat untuk melakukan pembaharuan terhadap KUHP, upaya integrasi fiqh jinayah ke dalam hukum pidana nasional  masih sylit dilakukan. Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa upaya integrasi tersebut berjalan di tempat. Upaya penyusunan RUU KUHP yang telah dirintis sejak tahun 1963 sampai sekarang ini masih belum dibahas di DPR.
Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang akan dikaji dan dijawab dalam paper kali ini, (a) mengapa upaya integrasi fiqh jinayah dan hukum pidana nasional sangat sulit dilakukan di Indonesia? Bagaimana epistemologi integrasi tersebut? Selanjutnya, tulisan ini juga akan memfokuskan kajiannya pada pencarian aplikasi dan model integrasi hukum pidana Islam di Indonesia.

B. Sejarah Sosial pelaksanaan Pidana Islam di Indonesia
Merupakan fakta dan sejarah bahwa jauh sebelum pemerintahan kolonial Belanda mengijakkan kakinya di Indonesia, telah terbentuk masyarakat Islam yang kuat.  Di beberapa daerah di Indonesia, Islam itu bukan saja menjadi agama yang resmi, tetapi juga merupakan hukum yang berlaku di dareah tersebut. Beberapa kerajaan di Indonesia seperti kerajaan Sultan Pasai di Aceh, kerajaan Pagar Ruyung yang terkenal dengan rajanya Dang Tuangku dan Bundo Kanduang,  kerajaan Paderi dengan Tuanku Imam Bonjol di Minangkabau, kerajaan Demak, Pajang Mataram dan Sultang Ageng di Banten, bahkan Malaka serta Brunai (sekarang Brunai Darussalam) di semenanjung Melayu dan Hassanuddin di Makasar,  telah mempergunakan hukum Islam di wilayah kerajaannya.[footnoteRef:6] [6:  Bustanul Arifin, “Hukum Pidana (Islam) dalam Lintasan Sejarah”, dalam Jaenal Aripin dan M.Arskal Slaim GP, Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangannya (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm 45-56] 

Sejumlah konsep tindak pidana dan sanksinya telah diterapkan di wilayah-wilayah Indonesia saat itu. Hukuman rajam misalnya pernah diterapkan di Aceh, hukuman potong-tangan dan sebagainya pernah menghiasi lembaran sejarah masa silam bangsa Indonesia.
Ketika Belanda telah merasa lebih kuat, politik hukum Belanda mulai menerapkan apa yang dikenal dengan politik “belah bambu”, yang secara padu hendak menyingkirkan hukum Islam dari masyarakat Indonesia.  Diciptakanlah teori resepsi dan “ditemukanlah” hukum adat. Hukum Islam yang telah mentradisi saat itu diberlakukan sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.[footnoteRef:7]  [7:  Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 2002)] 

Pemerintah Hindia Belanda sejak awal abad ke-19 memberlakukan kodifikasi hukum pidana, yang pada mulanya masih pluralistis. Ada kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk orang-orang Eropa, dan ada Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk orang-orang Bumiputra dan yang dipersamakan (inlanders). Akan tetapi, mulai tahun 1918 diberlakukan satu Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh golongan yang ada di Hindia Belanda (unifikasi hukum pidana). Itulah hukum yang berlaku sampai sekarang. Sejak kemerdekaan Indonesia, kitab tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Unifikasi tersebut nampaknya telah “melenyapkan” penerapan hukum pidana Islam di bumi persada Indonesia.[footnoteRef:8] [8:  ibid] 


C. Kritik Nadzariyat al-Uqubah atas Materi KUHP
Sejarah telah mencatat, bahwa setelah merdeka bangsa Indonesia belum memiliki hukum yang bersumber dari tradisinya sendiri. Tetapi masih memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda. Kendati memang, atas dasar pertimbangan politik dan nasionalisme peraturan perundang-undangan itu mengalami proses nasionalisasi, semisal pergantian nama: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan nasionalisasi dari Wetboek van Strafrechts, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dari Burgerlijk Wetboek dan lain-lain. Selain penggantian nama, beberapa pasal yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sebuah negara yang merdeka, berdaulat dan religius turut pula diganti dan ditambahkan yang baru.[footnoteRef:9] [9:  Proses ini disebut Jaspan sebagai penggantian atau penambahan peraturan hukum ad hoc satu per satu pada hukum kolonial. Lihat dalam M.A Jaspan, Mencari Hukum Baru: Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Membingungkan dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, “Hukum, Politik dan Perubahan Sosial (Jakarta; Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), hal. 250-251.] 

Pendekatan semacam di atas dalam jangka pendek sangat bermanfaat untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum). Akan tetapi, untuk jangka panjang upaya “tambal sulam” atau transplantasi[footnoteRef:10] sejatinya kurang efektif dan cenderung kontra produktif jika diberlakukan terus menerus. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa upaya “tambal sulam” atau transplantasi itu pada hakikatnya tidak mengubah watak dasar dari warisan kolonial itu yang cenderung represif, feodal, diskriminatif dan individualisme, sebagai salah satu upaya pihak penjajah untuk menekan kaum jajahannya (inlander). Karakteristik hukum seperti itu jelas bertentangan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang sejak awal sangat menjunjung tinggi kolektivisme.  [10:  Lihat dalam karya Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya (Jakarta: ELSAM dan HuMa, 2002) hal. 250] 

Dapat dibayangkan tentunya apa yang akan terjadi jika hukum yang diberlakukan dalam suatu negara tidak sesuai dengan –meminjam istilah Friedrich Karl Von Savigny-- volksgeist atau an expression of the common consciousness or spirit of a people.[footnoteRef:11] Bisa jadi akan muncul penolakan atau paling tidak diabaikan oleh masyarakat itu sendiri.  [11:  Edwin M. Schur, Law and Society: A Sociological View (New York: Random House, 1968), hal. 30] 

Tidak mengherankan jika dalam muatan KUHP belum mengakomodir fiqh jinayah sebagai hukum masyarakat mayoritas Indonesia. Dalam kasus zina misalnya, KUHP tidak menganggap kasus zina ghairu muhsan (persetubuhan ilegal antara dua orang yang belum menikah/ tidak terikat dalam perkawinan, atas dasar suka sama suka) sebagai suatu tindak pidana. “Zina” dalam KUHP hanya mencakup persetubuhan ilegal antara dua orang, atau salah-satunya, yang sudah menikah. Nampaknya, KUHP tidak melihat adanya unsur kejahatan pada kasus zina ghairu muhsan, karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Secara sekilas mungkin benar, akan tetapi jika dikaji lebih jauh, perbuatan tersebut bukan saja akan merugikan keluarga dan masyarakat setempat, bahkan kedua pelaku tersebut. Zina dapat merusak tatanan masyarakat, bertentangan dengan akhlak yang mulia bertentangan dengan agama, bahkan bertentangan dengan budaya nasional yang ketimuran. Delik zina ini pun seharusnya bisa diubah dari delik aduan menjadi delik biasa.
Kasus lain misalnya meminum minuman keras. Dalam kasus ini, KUHP memandang perbuatan tersebut bukan suatu delik, selama tidak membahayakan orang lain. Sedangkan hukum pidana Islam menganggapnya sebagai jarimah, walaupun pelakunya tidak membahayakan orang lain. Hal ini disebabkan hukum Islam berpijak pada akhlak mulia dan kemaslahatan masyarakat, termasuk individu itu sendiri. 
Tentu banyak lagi jarimah yang bisa dijadikan delik dalam hukum pidana positif yang tidak mungkin diuraikan satu-persatu dalam makalah sederhana ini. Namun demikian jarimah-jarimah tersebut haruslah dipahami secara kontekstual, dinamis dan elastis, sehingga benar-benar layak dijadikan bagian dari hukum pidana nasional. Sebagai contoh adalah jarimah riddah yang konsepnya belum jelas dan penjatuhan sanksinya diwarnai suasana perang pada masa Nabi
Sedangkan jika ditelusuri lebih dalam, ruang lingkup kajian fiqh Jinayah yang mencakup aspek-aspek: pencurian, perzinaan, menuduh orang berbuat zina (al-qadzaf), mengonsumsi barang yang memabukkan (khamr), membunuh atau melukai, mencuri, merusak harta orang lain, jarimah (melakukan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan) dan jarimah dibagi dalam tiga hal: qishash/diyat, jarimah hudud, dan jarimah ta’zir.[footnoteRef:12] [12:  Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 233. Uraian lebih detail terkait tentang bidang pemidaan dalam fiqh jinayah bisa dalam karya Abdul Qadir Audah ] 

Bentuk hukuman yang diterapkan bagi pelaku pidana dikategorikan dalam dua bentuk yaitu: hudud dan ta’zir.  Hudud adalah segala bentuk hukuman yang telah ditentukan oleh Alqur’an dan Sunnah. Sedangkan ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak ditentukan bentuknya oleh Alquran dan Sunnah. Dalam kasus qishash dan diyat, para ulama berbeda pendapat. Ada yang memandang qishash dan diyat masuk dalam kategori hudud. Namun mayoritas ulama berpandangan keduanya tidak termasuk hudud.[footnoteRef:13] [13:  H. Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 10-14] 

Qishash terkait dengan pembunuhan dan pencederaan anggota badan yang pelakunya diancam dengan tindakan yang sama.[footnoteRef:14] Sementara diyat adalah ganti rugi (denda) bagi pelaku tindak pidana ketika qishash tidak jadi dilaksanakan karena pemaafan dan bagi pembunuh semi sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan hudud  adalah haqqullah yang hukumannya telah pasti ketentuannya. Semisal had zina[footnoteRef:15], had qadzaf[footnoteRef:16], had sariqah (pencurian)[footnoteRef:17], had hirabah (perampokan)[footnoteRef:18], had syurb al-khamr (pemabuk)[footnoteRef:19], had riddah (murtad) dan had baghyu (pemberontak). Dan, ada satu bentuk hukuman lagi selain hudud dan ta’zir yakni kifarat. [14:  Lihat QS 2: 178, QS 5: 45, QS 4: 92. Ayat-ayat ini berbicara tentang qishash dan diyat.]  [15:  Had zina ada tiga bentuk hukuman yang diancamkan yaitu: hukum jilid (cambuk), pengasingan (taghrib) bagi mereka yang ghairu muhshan (pezina yang belum menikah) dan rajam bagi pezina yang sudah menikah. Lihat QS al-Nur ayat 2]  [16:  Hukuman (had) bagi qadzaf adalah didera delapan puluh kali dan kesaksiannya ditolak selama hidup. Lihat QS al-Nur ayat 4.]  [17:  Had pencuri adalah jelas dengan potongan tangan. Lihat QS al-Maidah ayat 38.]  [18:  Had perampokan adalah dengan empat bentuk yaitu: (1) hukuman mati, (2) hukuman mati dengan penyaliban, (3) potong tangan dan kaki dan (4) pengusiran (al-nafyu). Hukuman ini disesuaikan dengan kualitas kejahatan pelaku pidana. Lihat dalam QS al-Maidah ayat 33.]  [19:  Had minum khamr tidak dinash-kan dalam Alqur’an, namun dijelaskan hadits bahwa had-nya adalah dera. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah deraannya. Imam Syafi’i berpendapat 40 kali dera, ulama lain ada yang mengatakan 80 kali dera. ] 

Dari cakupan materi pemidanaan (‘uqubah) dalam fiqh jinayah sebagian besar belum diakomodir dan dianggap delik pidana. Di antaranya adalah delik meminum khamr, riddah dan baghyu belum menjadi delik pidana dalam KUHP. Dan masih banyak pemidaan lainnya yang belum terakomodir. 
Menurut penulis, tujuh materi pemidanaan (‘uqubah) yang masuk dalam kaegori hudud dan bentuk hukuman yang kategori dalam ta’zir dipastikan bersifat delik pidana yang di dalamnya mengandung motif kemaslahatan. Meski para pakar fiqh jinayah berbeda pandangan terkait bentuk-bentuk hukuman dalam tujuh materi pemidanaannya apakah bersifat pasti (qath’iy) ataukah dzanny. Namun demikian, dilihat dari jenisnya tujuh pemidanaan tersebut diakui para ulama adalah bersifat pasti (qath’iy) masuk ke dalam tindakan pidana.[footnoteRef:20]  [20:  Abdul Qadir Audah, al-Tasyrî’ al-Jinâ`î al-Islâmî; Muqaranan bi al-Qanun al-Wadl’i, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1996), Juz II. ] 

Dengan demikian, mengintegrasikan tujuh materi dalam pidana hudud ke dalam KUHP di Indonesia, bagi penulis merupakan sebuah keniscayaan. Integrasi di sini dimaknai sebagai upaya menjadikan fiqh jinayah bisa bertemu dengan hukum pidana nasional. Integrasi jika menggunakan teori Ian G. Barbour adalah hubungan yang bertumpu pada keyakinan bahwa pada dasarnya kawasan telaah, rancangan penghampiran dan tujuan fiqh jinayah dan hukum nasional adalah sama dan satu. Singkatnya, integrasi adalah kemitraan yang sistematis dan ekstensif antara fiqh jinayah yang berbasis agama dengan hukum nasional sebagai hasil cipta karsa manusia.[footnoteRef:21] [21:  Ian G. Barbour, Juru Bicara Tuhan: antara Sains dan Agama (Bandung: Mizan, 2005), hal. 80-85] 


D. Aplikasi Integrasi
Ketika membedah model ideal penerapan hukum Islam dalam praktik kenegaraan, Bahtiar Effendy dalam disertasinya mengungkapkan setidaknya adanya dua spektrum pemikiran yang saling berbeda.  Pertama, mengatakan bahwa Islam harus menjadi dasar negara dan bahwa “Syari’ah” harus diterima sebagai konstitusi negara. Aliran ini juga mengatakan bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan, gagasan tentang negara bangsa (nation-state) bertentangan dengan konsep ummah (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan dan bahwa aplikasi prinsip syura berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. Dengan kata lain, dalam konteks pandangan seperti ini, sistem politik modern diletakkan dalam posisi yang berseberangan dengan ajaran-ajaran Islam.[footnoteRef:22] [22:  Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. iii-ix] 

Kedua, mengatakan bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan oleh ummah. Menurut aliran ini, bahkan istilah negara (daulah)-pun tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur’an.[footnoteRef:23] Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam Al-Qur’an yang merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Menurut alur pemikiran ini, Al-Qur’an bukanlah buku tentang ilmu politik, tetapi lebih kepada kitab yang mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis yang berkenaan dengan aktivitas sosial dan politik umat manusia. [23:  Ibid] 

Dengan alur argumentasi seperti ini, pembentukan negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah begitu penting. Bagi mereka yang terpenting adalah bahwa negara menjamin tumbuhnya nilai-nilai dasar etis yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an. Jika demikian halnya, maka tidak ada alasan teologis untuk menolak gagasan-gagasan politik mengenai kedaulatan  rakyat, negara-bangsa sebagai unit teritorial yang sah dan prinsip-prinsip umum teori politik modern lainnya. Dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada alasan yang kuat untuk meletakkan Islam dalam posisi yang berseberangan dengan sistem politik modern.
Model teoritis yang pertama, seperti yang  telah dijelaskan di atas, merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Islam. Kecenderungan seperti ini biasanya ditandai oleh keinginan untuk menerapkan “Syari’ah” secara langsung sebagai konstitusi negara. Dalam konteks negara-bangsa yang ada dewasa ini seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, Aljazair dan Indonesia, model formal ini mempunyai potensi untuk berbenturan dengan sistem politik modern.
Sebaliknya, model pemikiran yang kedua lebih menekankan substansi dari pada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis itu, kecenderungan ini mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendakatan yang dapat menghubungkan Islam dengan sistem politik modern, di mana negara bangsa merupakan salah-satu unsur utamanya.
Bila model penerapan hukum Islam atau model hubungan antara agama dan negara di atas ditarik dalam scope yang lebih kecil, di mana terjadi perbedaan pandangan tentang model penerapan hukum pidana Islam dalam konteks ke-Indonesiaan, maka alur pertentangan yang terjadi tidak jauh berbeda dengan pemikiran di atas. Pada satu ujung spektrum ingin menerapkan hukum pidana Islam secara legal dan formal atau formal-tekstual, sedangkan pada ujung spektrum yang lain ingin menerapkan hukum pidana Islam secara substansial-kontekstual.
Tarik menarik antara kedua pemikiran di atas, beberapa tahun yang lalu memang sempat menjadi polemik di kalangan umat Islam sendiri, di mana masing-masing pendapat --dalam perspektif akademik-- memang memiliki keabsahan-keabsahan argumentasi sebagai dasar pembenarnya.
Terlepas dari adanya pro dan kontra tentang formalisme dan substansialisme dalam masalah penerapan hukum pidana Islam dalam konteks ke-Indonesia-an ini, merupakan sebuah keniscayaan adalah, umat Islam Indonesia memang sungguh dituntut kearifannya untuk bisa mempertimbangkan secara proporsional berbagai aspek lain mengenai nilai positif (maslahat) maupun nilai negatif (mafsadat) yang bisa diprediksi  sebagai konsekuensi dari masing-masing pendapat. Tujuannya adalah agar bentuk pemberlakuan hukum pidana Islam yang nantinya dipilih , dapat benar-benar mencerminkan dan sekaligus berada dalam koridor penciptaan maslahat bagi kehidupan manusia, khususnya bangsa Indonesia. Hal ini mengingat esensi dari tujuan disyari’atkan hukum Islam, termasuk di dalamnya hukum pidana Islam,  untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan kehidupan manusia.
Di samping itu, hal lain yang juga tidak boleh diabaikan pertimbangannya oleh umat Islam ialah bahwa KUHP Baru yang diharapkan bisa menjadi wadah akomodatif bagi pemberlakuan hukum pidana Islam yang dicita-citakan tersebut, nantinya merupakan produk hukum nasional yang bersifat publik. Sehingga dengan demikian pemberlakuannya akan menjangkau seluruh golongan penduduk Indonesia, tidak hanya terhadap golongan umat Islam saja. Berdasarkan pertimbangan demikian, maka gagasan yang menghendaki pemberlakuan hukum pidana Islam secara formalistik, tentu harus dipikirkan ulang secara matang.[footnoteRef:24] [24:  Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari’at Islam dalam Konteks Modernitas, (Bandung: Asyaamil Press dan Grafika, 2001).] 

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,  maka opsi kedua dari dua model yang dikemukakan oleh Bahtiar Effendy di atas, penulis anggap sebagai model yang  paling tepat untuk penerapan hukum pidana Islam di Indonesia. Bahkan seharusnya, hukum adat dan hukum internasionalpun dapat masuk mewarnai integrasi tersebut. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, namun hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memberlakukan hukum pidana Islam secara formal-tekstual dalam skala nasional, karena di samping pijakan ini menimbulkan friksi yang tajam, juga karena Indonesia bukanlah negara Islam. Pemaksaan gagasan pemberlakuan hukum pidana Islam secara formalistik dalam konteks pluralisme sosial dan budaya seperti di Indonesia, bukan mustahil justru dapat melahirkan mafsadat kemanusian yang lebih besar. Mafsadat tersebut bisa berupa Islamia-phobia secara berlebihan, reaksi penolakan secara keras dari kelompok non-Islam, yang tidak mustahil dapat menimbulkan konflik horizontal yang bernuansa SARA.
Penerapan hukum pidana Islam dalam bentuk yang formal-tekstual, merupakan sesuatu yang sangat sulit --atau bahkan mustahil- dan  memerlukan perencanaan yang matang dan berjangka panjang, serta realitas sosial-budaya yang kondusif. Untuk saat ini, kondisi tersebut belum tercipta dan dengan demikian penerapan hukum pidana Islam secara substansial-kontekstual merupakan pilihan yang paling realistis.

E. Model Integrasi
Membincang agenda integrasi fiqh jinayah dengan hukum pidana nasional, maka ada terdapat kendala. Pertama, kendala historisitas. Berbeda dengan hukum-hukum Islam yang lainnya, bidang hukum publik (jinayah), hukum Islam tidak diakui keberadaannya secara formal oleh Hindia Belanda. Pemberlakuan hukum pidana Islam secara formal, akan berpotensi konflik dengan kepentingan penjajah Belanda. Dalam beberapa hal, hukum Islam di bidang hukum publik yang telah mentradisi dalam masyarakat, diberlakukan sebagai hukum adat, bukan hukum Islam.[footnoteRef:25]  [25:  Mohammad Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997)] 

Kedua, faktor sosial-budaya yang plural. Pemaksaan penerapan hukum pidana Islam yang “kaku” akan menimbulkan gelombang protes dan permusuhan yang berkepanjangan, serta melanggar jaminan negara bagi warga negaranya untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing.[footnoteRef:26] [26:  Ibid., hal, 66-67] 

Ketiga, faktor internal. Fiqh jinayah yang dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik, diwarnai dengan perbedaan yang cukup tajam di antara beberapa mazhab. Hal ini belum ditambah lagi dengan perbedaan kerangka berfikir di antara pemikir muslim berkaitan dengan hukum yang ditetapkan dalam nas, Alquran dan Hadis. Contoh, penerapan hukuman rajam, potong tangan, cambuk, salib dan lain sebagainya oleh sebagian fuqaha dianggap sesuatu yang definitif dan tidak dapat diubah, sedangkan menurut fuqaha yang lain, hukuman-hukuman tersebut harus dipahami secara kontekstual.[footnoteRef:27] Dengan kata lain, hukuman-hukuman tersebut dapat saja diubah, asalkan tujuan penjatuhan hukumannya mengenai sasaran. Di samping itu juga hukum pidana Islam dianggap statis dan belum komprehensif, karena kurangnya pengkajian dan pengembangan terhadapnya. [27:  Hartono Marjono, Menegakkan Syari’at Hukum Islam dalam Konteks Ke-Indonesiaan, (Bandung: Mizan, 1997).] 

Dari uraian di atas, tampak untuk melakukan formalisasi fiqh jinayah sebagai hukum nasional di Indonesia, bukanlah persoalan yang mudah. Paling tidak dilihat dari dua aspek. Pertama, realitas bangsa Indonesia yang plural harus dipertimbangkan. Kedua, pembenahan dari aspek konsepsi, strategi dan metode perumusan fiqh jinayah, sehingga hukum Islam yang dihasilkan --meminjam istilah Roscuo Pound-- tidak bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia dan kompatibel dengan karakteristik tatanan hukum nasional yang didambakan. 
Berangkat dari realitas di atas, maka agenda yang paling mendesak untuk dilakukan adalah membongkar dan merajut kembali bangunan fiqh jinayah. Disadari bahwa bentuk-bentuk hukum fiqh jinayah selama ini sarat dengan tradisi hukum adat Arab pra-Islam. Karenanya untuk mempertemukan fiqh jinayah dan hukum nasional adalah mengkaji aspek epistemologi fiqh jinayah Indonesia itu sendiri. Karenanya, tulisan ini fokus dengan objek epistemologi.[footnoteRef:28] Sebab epistemologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang menjadi pijakan awal penentuan asal muasal hukum. Singkatnya, sesuai fungsinya epistemologi sebagai science of knowledge dan ilmu yang paling menentukan corak dan karakteristik konstruksi sebuah ilmu pengetahuan (baca: hukum). Dengan membedah aspek ini, penulis berharap menemukan model integrasi fiqh jinayah ke dalam sistem hukum nasional.  [28:  Epistemologi adalah salah satu dari tiga tiang penyangga yang dibahas dalam filsafat ilmu. Dua lainnya yaitu ontologi dan aksiologi. Ontologi menyangkut tentang hakikat apa yang dikaji atau “science of being qua”. Sedangkan epistemologi adalah bagaimana cara ilmu pengetahuan melakukan pengkajian dan menyusun tubuh pengetahuannya atau studi filsafat yang membahas ruang lingkup dan batas-batas pengetahuan. Yang terakhir aksiologi adalah untuk apa ilmu yang telah tersusun tersebut dipergunakan atau lazim dikenal dengan “theory of value”. Lihat dalam karya Dagobert D. Runes, Dictionary of Philosophy, (Toronto, New Jersey: Littlefield Adam & Co, 1976), hal. 32.] 

Dengan demikian, maka terkait dengan metode hukum Islam, epistemologi fiqh jinayah Indonesia harus mampu mengambil tradisi lama yang tentunya masih relevan dengan tradisi modern dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern dengan model integrasi maqashidy dan eklektisisme. Dalam rangka memanfaatkan tradisi lama yang baik, epistemologi di Indonesia harus mampu membangkitkan tiga nalar: bayani, burhani dan irfani sekaligus. Tentunya dengan fokus pada kajian sosial-historis fiqh jinayah termasuk mengakomodasi tradisi masyarakat lokal, rasionalisasi hukum Islam dan pengembangan teori maslahat. Sesuai dengan kaidah al-Muhafadzatu ‘ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi jadid al-ashlah. Selain itu, menurut penulis, yang tidak kalah penting dalam berijtihad juga menggunakan ilmu-ilmu alam dan sosial yang berkembang di Barat selama perangkat keilmuan tersebut sesuai dengan problema hukum pidaana yang dikaji. 
Terkait dengan pendekatan legislasi fiqh jinayah paling tidak ada dua model pendekatan yang dilakukan oleh para ahli hukum. Yaitu pendekatan jawabir (paksaan) dan pendekatan zawajir (pencegahan).[footnoteRef:29] Pendekatan jawabir adalah menghendaki pelaksanaan hukuman pidana persis seperti hukuman yang secara tekstual literal disebutkan di dalam nash Alqur’an dan hadits. Semisal potong tangan bagi pencuri, rajam dan jilid bagi pezina, cambuk bagi peminum khamr dan sebagainya. Bentuk hukuman semacam ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menebus dosa dan kesalahan yang telah dilakukan.[footnoteRef:30] Pendekatan jawabir ini yang nampaknya dijadikan model penerapan perda syariat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang dalam praktiknya banyak menuai badai kritikan dari para pemikir hukum Islam.[footnoteRef:31] [29:  Juhaya S. Praja, op. cit., hal. 86-87. Lihat juga dalam karya Ibrahim Hosen, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Putra Harapan, 1990) hal. 126-128.]  [30:  Di sinilah letak perbedaan yang mendasar dalam hal melihat hubungan antara bentuk hubungan antara bentuk hukuman dan tujuan hukuman dalam tradisi hukum pidana Islam dan hukum pidana Barat. Dalam hukum pidana Islam, bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan mempunyai ekses religius seperti pengampunan atas dosa disamping juga mempunyai motif untuk penjeraan bagi pelaku supaya tidak melakukan/mengulangi kejahatannya kembali. Berbeda dengan tradisi hukum pidana Barat yang hanya bertujuan untuk ekses penjeraan. Untuk lebih detail baca Muhari Agus Susanto, Paradigma Baru Hukum Pidana (Malang: Pustaka Pelajar dan Averroes Press 2002).]  [31:  Lihat Perda NAD Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh No.5/2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Perda/Qanun NAD No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Qanun No. 11/2002 tentang Syariat Bidang Ibadah, Akidah, dan Syiar Islam di Aceh, Qanun NAD No. 12/2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya,  Perda/Qanun NAD No. 13/2003 tentang Maisir (perjudian), Perda/Qanun No. 14/2003 tentang Khalwat (Mesum).
] 

Selain pendekatan jawabir, menurut penulis, ada pendekatan yang lebih elegan yang lebih kompatibel jika diterapkan di Indonesia, yakni pendekatan zawajir. Dalam pendekatan ini, epistemologi fiqh jinayah Indonesia hukuman dalam pidana Islam yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak harus persis atau sama dengan apa yang secara tekstual tercantum dalam Alqur’an dan hadits. Pelaku boleh dihukum dengan bentuk hukuman apa saja. Dengan catatan hukuman tersebut mampu mencapai tujuan hukum yaitu membuat jera pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan tindakan pidana.
Pendekatan zawajir memang mirip dengan teori batas (hudud) yang ditawarkan Syahrur. Perbedaannya, teori hudud mempunyai kelemahan pada sisi penetapan hukum potong tangan bagi pencuri sebagai hukuman maksimal (hadd al’ala). Dengan model yang demikian maka teori batas tidak bisa diterapkan secara dalam segala bentuk ruang dan waktu. Sebab, jika hukuman potong tangan dipandang sebagai hukuman yang maksimal, maka tujuan dari pemberian hukuman agar membuat jera bagi pelaku dan orang lain, dimungkinkan tidak tercapai. Dalam kasus seorang pencuri kambuhan misalnya, tentunya hukuman yang tepat tentunya tidak cukup dengan dipotong tangannya. Pada titik inilah, pendekatan zawajir yang sifatnya lebih umum akan lebih sesuai diterapkan di Indonesia. Sebab dalam pendekatan ini, hukuman bisa maksimal dan bisa minimal tergantung pada kebutuhan.[footnoteRef:32] [32:  Teori zawajir ini ternyata sejalan dengan teori behavioral prevention. Artinya, hukuman pidana harus dilihat sebagai cara agar yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan tindak pidana (incapacitation theory) dan pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan, yang bertujuan untuk merahibilitasi si terpidana sehingga ia dapat merubah kepribadiannya menjadi orang baik yang taat pada aturan (rehabilitation theory). Teori ini merupakan pengembangan dari deterrence theory yang beraharp efek pencegahan dapat timbul sebelum pidana dilakukan (before the fact inhabition), misalnya melalui ancaman, contoh keteladanan dan sebagainya; dan intimidation theory yang memandang bahwa pemidanaan itu merupakan sarana untuk mengintimidasi mental si terpidana. Lihat dalam karya Bahtiar Effendy, Bahtiar, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998).] 

Jika ditelaah lebih mendalam, sebenarnya ada korelasi kuat antara bentuk hukuman dan tingkat kejeraan para pelaku tindak pidana. Hanya saja, dalam kasus hukum potong tangan yang terdapat dalam fiqh jinayah, epistemologi hukum Indonesia tidak menjadikannya sebagai satu-satunya bentuk hukuman yang diterapkan.  Namun bisa saja dalam bentuk yang lebih berat --hukuman mati misalnya-- atau justru bisa jadi lebih ringan. Semuanya tergantung pada kondisi objektif lingkungan dan pelaku. Kondisi objektif lingkungan bisa saja berkaitan dengan tradisi (proses pidana) yang terdapat dalam suatu masyarakat atau kondisi sosial-ekonomi dan faktor lainnya. Sedang kondisi objektif pelaku bisa saja berkaitan dengan tingkat kesadaran beragama dan tingkat sosial ekonomi. Kerdua kondisi objektif tersebutlah, menurut penulis, merupakan faktor yang paling menentukan untuk pemberian hukuman berat, sedang atau ringan. 
Dalam perspektif historis, kita bisa belajar dari Umar ibn Khattab yang tidak memotong tangan pencuri dalam kondisi paceklik. Tesis al-Jabiri, bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri dalam konteks masyarakat era awal Islam merupakan bentuk hukuman yang dipandang paling rasional. Ketika kehidupan masyarakat yang nomaden dan infra struktur masyarakat belum lengkap. Kasus-kasus tersebut memberikan pelajaran bahwa permasalahan ekonomi menjadi kajian utama sebelum memberlakukan potongan tangan. 
Berbeda lagi jika masalah hukum pidana dibicarakan dalam konteks keindonesiaan. Di masyarakat Lampung misalnya, orang yang membunuh dapat dituntut balas untuk dibunuh juga. Demikian di Papua, Madura dan lain-lainnya. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Dalam perspektif fiqh jinayah ada kesamaan dengan qishash selain juga harus membayar denda yang sama dengan hukuman diyat. Dan memungkinkan pula bisa dimaafkan tanpa kompensasi apapun. Dalam kasus masyarakat Lampung dan Papua misalnya seseorang pembubuh bisa bebas bahkan menjadi kerabat terbunuh setelah sebelumnya melakukan ritual tertentu. Semisal menyembelih kerbau dalam kasus masyarakat Lampung dan memotong babi bagi masyarakat Papua. Kesadaran-kesadaran sosiologis-historis semacam inilah yang mestinya dipahami betul oleh para ahli hukum kita. Dengan model pendekatan semacam inilah upaya memasukkan fiqh jinayah ke dalam rancangan KUHP baru lebih mudah dilakukan. 
Akhirnya, dalam konteks kajian fiqh jinayah ke-Indonesiaan, epistemologinya lebih memilih untuk melakukan upaya akomodasi akan adat dan tardisi hukum pidana lokal (local wisdom) yang berkembang. Tentunya setelah dilakukannya objektivikasi baik dari aspek istilah-istilah teknis dan bentuk-bentuk hukumannya. Dari apek peristilahan sedapat mungkin tidak menggunakan istilah atau huruf Arab dan dari aspek bentuk dapat dikompromikan dengan teori-teori pemidanaan modern. Upaya objektivikasi ini bukan bertuj uan untuk menghilangkan fiqh jinayah itu sendiri. Melainkan semata-mata untuk menghindari kesalahpahaman yang tiada perlu. Dengan metode ini diharapkan fiqh jinayah secara substansial tetap bisa menjadi bagian dari masyarakat muslim, meski simbol-formal tidak begitu nampak di permukaan. Inilah yang menurut penulis sesuai dengan kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Amin.

F. Penutup
Dari uraian dan analisis di atas, maka dapat diambil beberapa catatan akhir terkait dengan aplikasi integrasi fiqh jinayah dengan hukum pidana nasional, sebagai berikut: 
a. Keberadaan KHUP warisan kolonial Belanda sudah saatnya diperbarui agar hukum pidana nasional sesuai dengan kesadaran, karakteristik, corak dan budaya masyarakat bangsa Indonesia;
b. Keberadaan fiqh jinayah sebagai bahan baku pembangunan hukum nasional dipandang layak untuk diakomodir materinya ke dalam KUHP yang dalam beberapa pasal dipandang sudah usang. 
c. Integrasi maqashidy istishlahy merupakan model paling ideal untuk menyatukan fiqh jinayah dengan hukum pidana nasional. Dengan demikian maka epistemologi fiqh jinayah Indonesia mendukung desimbolisasi dan objektivikasi pidana Islam selama dalam koridor menjaga dan meruwat maqashid al-syari’ah. Dengan metode penentuan prinsip-prinsip fundamental dan universal inilah, niscaya fiqh jinayah dapat diintegrasikan dengan hukum pidana nasional.
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